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PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

DEPUTI B.IDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSlA, 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 

DAN 

SEKRETARIS JENDERAL 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAV AAN 

TENTANG 
PENGEMBANGAN DAN PENE.RAPAN KURIKULUM MUATAN' 

KEMARITIMAN 

Nomor: P
K

S.120/D.IV/MaritimNlll/2017

Nomor: 05NIII/PKS/2017 

Pada hari ini Selasa, tangga! Hrna be!as bulan Agustus tahun dua ribl! tujuti belas, 
bertempat di Jakarta, kami yan-g bertanda tangan di bawah ini: 

1. SAFRI BURHANUDDIN : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, 
llmu Pengetahuan dan Teknologi, dan B\.1daya 
Maritim Kementer!an Koordinator Bidang 
Kemaritiman, da!am hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Deputi Bidang Koordinasi Sumber: Daya 
Manusia, llmu Pengetahuan dan Teknolog), dan 
Budaya Maritim Kementerlan Koordinator ijidang 
Kemar!timan, · berkedudukan di Ja!an :- M.H. 
Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk se!anjutnya 
disebut PIHAK KESATU;

2. DIDIK SUHARDI Sekretarls Jenderal Kementerlan Pendidikan dan 
l(ebudayaan, dalam ha! inf' bertindak untuk dan 
atas nama Kementerian Pendidikan dan 
K9budayaan Republik Indonesia berkedudukan di 
Jalan Jenderal Sudfrman, Senayan, Jakarta,!untuk 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA 
PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan: 

a. bahwa PIHAK KESA TU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman yang beiwenang dan beri.anggung jawab dalam tugas menyelenQgarakan
koordinasf dan sinkroriisasi- perurrtusEi.h, penetapan, dan pelaksanacin serta
pengendalian pelaks·anaan kElbijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan 'Isu di
bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologl, dan budaya m.jlritim;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendiqikan dan
Kebud$yaan yang berwenang dan bertanggungjawab dalarn pengemban·gan dan
implementasi kurikulum;

c. bahwa pada tanggal 4 Mei 2_017 'te/ah dltandatanganl ·Nata Kesepahama:n antara
Kemeliteri_an Koordinator Bidang Kemaritiman dengan. Kementerian Pendidlkan dan
Kebudayaan Nomor: 01/PKB/MENKOIMAfllTIMN/2017 dan Nomor: 14N/NK/2017
tenti:irig Pengarusutamaan Bidang· _Ket,naritiman da!am Pembangunan PendidJkan dan
Kebudayaan yang mernerlukan tindaklanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sam'a.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sarna tentang 
Peng(;;'lmbangan dan Penerap�m Kutikulur'n Muatan Kemaritiman dengan ketentualj sebagai 
berikut. 

PASAL 1 
TUJUAN 

Tujuan Pe�arijian Kerja Sarna inf adalah untuk .. me_nyinergikan dan mengoptfrnalkan 
kegiata.n terkait Pengembangan -d;an- P.eh.e'rapa_n Kucikulµrr:i, Muatan Kemaritiman ·;secara 
terstruktur dan berjenjang :cfa!i:ltn ·Pendldikan· fOrni:a(c!aiyNciflformal. 

PASAL2 
RUANG. LlNGKUP 

Ruang lingkup Perjanjia.n Kerja Sama inl :meliputi: 

a. koor'dinasi dan sinergl dalam pelaksanaan pe_ngembangan dan penerapan l{urikulum
muatan kemaritiman;

b. pengembangan, pelaksanaan, dan .eva!uasi kurikulum pendidikan muatan ken1aritiman
yang dilaksan_akan pada semua jalur, jenjang, dan jenls pendidikan sebag�i wadah
dan/atau sarana mengembangkan pengetahuan, wawa:san, ni/c:i1, kepeduHan; s_lkap dan
perilaku yang mendukung. pembanguhan kemaritiman;

c. penitrgkatan kapasitas, komitmen. dSn peran aktif dari pemangku kepentinga_'n dalam
penerapan kurikulutn kemaritiman; dan

d. penyelenggaraan berbagai kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan'.- kepada
lembaga pendidikan dan/atau indlvidu yang berprestasi di b{dang kemaritiman.
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PASAL3 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. meng_oordinasikan Kemer:iterian/Lelilbaga serta pihak lain yang terk.alt; dengan
pengembangan kebijakan-sumbet daya manusia, ilmu pengetahuan dan f?knologi,
dan budaya maritim;

b. melaksanijk_an sosialisasi terkait dengan pengembangan kebijakan sumQer daya
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim;

c. membantu PIHAK KEDUA dal_;:i;m, penyusunan perangkat kurikulum dan penerapan
pembelajaran muatan-kerna:ritimag,.sert_a peningkatan _kapa_sit,:3s guru;

d. melakukan studi banding prak�ik_ baik (best practice) implementas! ·: muatan
k':!marltiman pada kurik.ululTl.bersair)a··pARA PIHAK; cfan

e. melakukan monitoring dan eva!uasi terhadap impl_ementasi kurikulum ' muatan
kemaritiman bersama PARA PIHAK

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun perang_kat-kurikulurn, -pembelajaran, bahan ajar muatan kemaritiri)an, dan
pedom1:1n implerhetitasi;·

b, melakukan uji- ca:ba terbatas_' in:,plehientasi kurlkulum muatan kemaritiman pada 
satuan p.endidikan berS8rri8..:PAAA:·p·1HiK; 

c. melaksanakan sosialisasi petierapan kurikulum muatan kemaritiman pada_ satuan
pendidikan; ·

d. melaksanakan kurikulum muatan kernaiitiman pacia satuan penc:lidikan;
e. meningkatkan kapa•sitas guru terkaif. kurikulum-1Tiuatan ker'naritiman;
f. melakukan studi banding praktik baik (best practice) implementasi muatan

kemaritiman pada kurikulum bersama PARA PIHAK; dan

g. melakukan monitoring dan_ evalwasi ter_had?ip ku'rfki.ilum muatan kemaritim8n pai:fa
satuan pendidikan bersama PARAPIHAK.

PASAL4 

PELAKSANAAN 

Perjanjlan Kerja Sama ini dilaksanakan melalui Rencana Kefja yang disus�n dan 
disepakati oleh PARA PIHAK. 
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PASAL 5 
PEIVIBIAY AAN 

Biaya yang timbul sebagal- akibat d8r! pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan 
pada anggaran PARA PlHAK sesuai ·d1;mgan l<etentuan peraturan perundang-undangan 
dan/atau sumber l_a1n yang Udak mengikat. 

PASAL6 

JANGKA VI/AKTU 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
ditahdatanganl oleh PARA- PIHAK -clan. ¢1apat diperj:)anjang, diubah, ataui diakhhi
sesuai dengan-kesepakatan PARA- PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan .untuk memperpanjang, mengub8h·, atau
mengakhiri Perjanjian-Kerja Sama_.Sebagair:nana d\maksud- pada ayat (1), ma�a piha:k
yang bersangkutan Wajib mem_beritahllkan_ ·k;epada pihak lainnya, paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, a.tau mengakhiri Perjanjian Kerja
SamaJni.

(3) DalaiTt hal Perjanjian. Kerja Sarna. ini tidak diperpanjang Jagi karena masa berlakunya
telah berakhir sebagaim�_n:a.:dima�s:ud_pada .ayat (t) atau karena permintaah PARA
PIHAK sebagaimana dimal<sud pad� ayat (2), pengakhiran Kerja Sama ini tidak
mempeng_aruhl tugas d�n .- ·taOg·guTlg··Jaw_a_b PARA PIHAK yang harus diselesatkan
sebagai a_kibat pelaks_anaan-Perjar\jlari·Kerja Scj'ma ini.

PASAL 7 

MONITORING DAN EVALUASI 

(1) PARA PIHAK mel1:1kukan monitoring d$n evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama setiap 6- (enam). bu_lan atau _ataS-_kesepakatan PARA PIHAK

(2) Berdasarkan has ii monitbring_ dan eva·Iuasi Sebag1;1imana dimaksud pad a $yat ( 1 ),
PARA PIHAK dapet rrjela:kukan perubahan atau penyes_uaian RencanS Kefja
berikutnya.

PASAL8 

PUBLIKASI DAN HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL 

(1) Karya llmiah, Karya Cipta, dan Hak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari
Pe1anjlan Kerja Sarna ini menjadi milik negara:

(2) -□ata/informasi atau publikasi yang dihasilkan dari Petjanjian Kerja Sama ini dapat
dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk kepentlngan non-komersial;
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(3) Dalam hal penggunaan Karya llmiah, Karya Cipta, dan Hak Kekayaan lntelektual yang
Qihasilkan dari-- Perjanjian Kerja Sama lni akari digunakan untuk kepentingan komerSial
oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut harus mendapa:t persetujuan PARA PIHAK
dan memenuhr peraturan perundang-undangan.

PASAL9 
PEI\IYELESAIAN PERSELISIHAl\l 

Apabila forjadl pers_e!i.sthan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja $ama Jni 
akan dise:ie_saikan: Secata musyaWarah Unt_u_k mufakat oleh PAR.A PIHAK denQBn tetap 
merr'rperhatikan k6'terituan _p�tafuran: pElf�ndangwundangan. 

- -

PASAL10 

KORESPONDENSI 

Korespondensi berkenaa,n dengan pelaksanaar Perjanjiari.KE!�a.Sama ini dilakukan.s.ecara 
tertulis dan dapat disampaikan langsung ·melalui ._kur/r, ·surat tercatat, fakslrnili at8u -surat 
elektronik kepada .alamat sebagai berikut." 

· ·· 

PIHAKKESATU 

PIHAK KEDUA 

Qepu_ti, Bidang ' 'Koordinasi Sumber Daya Manusla; llmu, 
Peng�ta_hlia_n;_d_an'-r·eknologi1 dah Bud8ya Maritrm 
Kenienterlan t,Soo_rdinator-Sidang Kemaritirnan 
JI. MH Thamrin NomQr 8 
Jakarta.Pusat 10110 
Telepon ·. 021-3168111 
Faks '. 021-21:3141790 
Surat Elektronik : tudeputi4@maritim.go.id 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndone1:iia 
Biro Hukum dan Organisasi 
JI. Jenderal Sudirman, Senayan,. Jakarta 
Telepon No. : 021-5738947 
Faksimili No. : 021- 5738947 
Up. Kepala Biro Hukµm dan Organisasi 
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PASAL 11 
ADDENDUM 

Halwhal yang belu_m diatur atau belum cukup diatur da!am Perjanjian Kerja Sama": ini akan 
diatur berdasarkan kesepakat.ah PARA P!HAK yang dituangkan secara tertulis d81am 
bentuk addendum yang.·merupakan bagian:iidak terpisahkan darl Perjanjian Kerja $ama int. 

PASAL12 

PENUTUP 

Perjanjian Kerja Sarna ini dibuat dalam =rangk_ap 2 (dua), asli, bermeterai cukup,, masingw 
masing mempunya[ kekuatan hl.lku.rn. Yang: sama, safu rangkap untuk: masin�wmas·ing 
PIHAK. 
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PASAL 11 

ADDENDUM 

Hal-ha! yang t)elum diatur.atau belum-cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama '.: ini akan 
diatur -berdasarkan kesepakatan PARA PlHAK yang d[tuangk.an secara tertuliS da!arh 
bentuk addendum yang merup8_k8n bagian tidak terplsahkan darl Perjanjian Kerja Sama.inL 

PASAL12 

PENUTUP 

Perjanjian l<erja Sama inLdibuat dalam rangkap 2 (d1,1�), as!i, bermeterai cukup_, ;masing­
masfng mempunyai -· kek·Uatad tiuKurn .--Yatig- -sama, satu fangkap untuk masin9-ma·sing 
PIHAK. 

. . . 
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